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Abstract 

The implementation of GCG in company management is very important because it will directly 

provide clear instructions for the company to make decisions appropriately and responsibly as 

well as enable the management of the company in a safer manner, so as to increase company 

value and the trust of business partners. The implementation of Corporate Governance in 

companies in Indonesia is still very low, this is due to a number of obstacles faced by these 

companies when the company tries to implement Corporate Governance for the realization of 

GCG principles properly. GCG has 4 basic principles, namely transparency, accountability, 

responsibility, independency and fairness. This study aims to determine and describe the extent 

to which the implementation of GCG principles at PT. KAWI AGUNG KENCANA . In addition, 

this study also aims to identify and describe what factors are obstacles and obstacles in the 

implementation of GCG principles. 

Keywords: Good Corporate Governance, PT. KAWI AGUNG KENCANA 

 

Abstrak 

Pelaksanaan GCG dalam pengelolaan perusahaan sangat penting karena akan secara langsung 

akan memberikan petunjuk yang jelas bagi perusahaan untuk mengambilan keputusan secara 

tepat dan bertanggung jawab serta memungkinkan pengelolaan perusahaan secara lebih aman, 

sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan dan kepercayaan dari mitra usaha. 

Pelaksanaan Corporate Governance di perusahaan-perusahaan di Indonesia masih sangat rendah, 

hal tersebut disebabkan oleh adanya sejumlah kendala yang dihadapi oleh perusahaan-

perusahaan tersebut pada saat perusahaan berupaya melaksanakan Corporate Governance demi 

terwujudnya prinsip-prinsip GCG dengan baik. GCG memiliki 4 prinsip dasar yaitu transparansi 

(transparancy),akuntabilitas (accountability),pertanggungjawaban (responsibility), Kemandirian 

(Independency),dan Kewajaran (fairness). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan 

mendeskripsikan sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip GCG pada PT. KAWI AGUNG 

KENCANA  Selain itu penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan 

faktor-faktor apa saja yang menjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan prinsip-

prinsip GCG. 

Kata Kunci: Good Corporate Governance, PT. KAWI AGUNG KENCANA 
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I. PENDAHULUAN 

ood Corporate Governance (GCG) 

adalah salah satu pilar dari sistem 

ekonomi pasar. GCG berkaitan erat 

dengan kepercayaan baik terhadap perusahaan 

yang melaksanakannya maupun terhadap 

iklim usaha di suatu negara. Implementasi 

GCG mendorong terciptanya persaingan yang 

sehat dan iklim usaha yang kondusif. Oleh 

karena itu, diterapkannya GCG oleh perusaha-

an-perusahaan di Indonesia untuk menunjang 

pertumbuhan dan stabilitas ekonomi yang 

berkesinambungan. Implementasi GCG juga 

diharapkan dapat menunjang upaya pemerin-

tah dalam menegakkan good governance pada 

umumnya di indonesia. Saat ini Pemerintah 

sedang berupaya untuk menerapkan good 

governance dalam birokrasinya dalam rangka 

menciptakan Pemerintah yang bersih dan 

berwibawa (Komite Nasional Kebijakan Go-

vernance, 2006). GCG memiliki 5 asas yaitu 

transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, in-

dependensi serta kewajaran dan kesetaraan di-

perlukan untuk mencapai kesinambungan usa-

ha (sustainability) perusahaan dengan mem-

perhatikan pemangku kepentingan (stakehol-

ders). 

Menurut Elkington (1998), Keberlanju-

tan usaha telah menjadi keharusan bagi masa 

millenium baru sebagai strategi. Kombinasi 

kata-kata seperti keberlanjutan, tanggung ja-

wab sosial perusahaan, kinerja sosial perusa-

haan, go green dan "triple bottom line" semua-

nya merujuk untuk meningkatkan kinerja eko-

nomi, sosial dan lingkungan yang jangka 

panjang bagi perusahaan (Galpin, Whittting-

ton, & Bell, 2015). Bangsa dan bisnis telah 

berfokus pada "Doing good to look good" 

dengan sedikit rasa hormat untuk menanam-

kan pola pikir akan kebutuhan strategi keber-

lanjutan ke dalam strategi perusahaan atau 

strategi nasional (Fernando, 2012). "Doing 

good to look good" tersebut dapat dicapai de-

ngan mengimplementasikan asas-asas Good 

Corporate Governance (GCG) yaitu transpa-

ransi, akuntabilitas, tanggung jawab, indepen-

densi dan kesetaraan Untuk menghadapi per-

saingan usaha yang semakin ketat perusahaan 

perlu menkaji ulang sejauh mana implemen-

tasi good corporate governance yang sudah di 

implementasikan perusahaan dari prinsip 

transparency, acountability, responsibility, in-

dependency and Fairness. karena pada umum-

nya tujuan didirikannya semua perusahaan 

adalah untuk mencari keuntungan yang sebe-

sar-besarnya, namun tidak memperhatikan 

penerapan atau implementasi tata kelola 

perusahaan yang baik Peranan good corporate 

G 
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governance tidak hanya diperlukan oleh peru-

sahaan yang sahamnya dijual untuk umum 

atau TBK, namun juga sangat dibutuhkan oleh 

perusahaan keluarga atau family business agar 

dapat meningkatkan kinerja perusahaan agar 

mampu bersaing oleh perusahaan-perusahaan 

lain. Peranan good corporate governance pada 

perusahaan keluarga diperlukan untuk mem-

buat suatu sistem pada perusahaan yang baik 

untuk menutupi kekurangan dari bisnis keluar-

ga dan menyelaraskan seluruh organ perusa-

haan. Good corporate governance akan mem-

buat perusahaan keluarga dapat berlangsung 

lama dari generasi ke generasi dan meng-

hindari adanya konflik pada bisnis keluarga. 

Menurut Forum for Corporate Governance in 

Indonesia (FCGI) - 2011 menjelaskan bahwa 

Corporate Governance adalah seperangkat 

aturan yang mengatur hubungan antara peme-

gang saham, manajer, kreditor, pemerintah, 

karyawan, dan pemangku kepentingan lainya 

di dalam dan diluar perusahaan yang berkaitan 

dengan hak dan kewajibannya, atau sistem 

yang mengendalikan perusahaan. Tujuan dari 

Corporate Governance adalah untuk mencip-

takan nilai tambah bagi para pemangku kepen-

tingan yang terlibat dalam perusahaan. Menu-

rut Daniri (2005), manfaat dari implementasi 

prinsip-prinsip Good Corporate Governance 

yaitu dapat: 1. Mengurangi agency cost, yang 

merupakan biaya yang harus ditanggung oleh 

pemegang saham sebagai akibat dari pelimpa-

han wewenang kepada manajemen. Biaya ini 

mungkin termasuk kerugian yang diderita oleh 

perusahaan sebagai akibat dari penyalahgu-

naan wewenang (wrong-doing), atau dalam 

bentuk biaya pengawasan yang dikeluarkan 

untuk mencegahnya. 2. Mengurangi biaya mo-

dal (cost of capital). Sebagai hasil dari mana-

jemen perusahaan yang baik, hal itu menye-

babkan tingkat bunga atas dana atau sumber 

daya yang dipinjam oleh perusahaan semakin 

kecil sebagai penurunan tingkat risiko perusa-

haan 3. Meningkatkan nilai saham perusahaan 

sekaligus meningkatkan citra perusahaan di 

masyarakat untuk jangka panjang. 4. Mencip-

takan dukungan bagi para pemangku kepen-

tingan di lingkungan perusahaan tentang kebe-

radaan perusahaan dan berbagai strategi dan 

kebijakan yang ditempuh oleh perusahaan, 

karena umumnya mereka mendapat jaminan 

bahwa mereka juga bisa mendapatkan manfaat 

maksimal dari semua tindakan dan operasi 

perusahaan dalam menciptakan kekayaan dan 

kemakmuran Menurut KNKG (2006) Di da-

lam Good Corporate Governance ada lima 

prinsip yang harus diterapkan oleh perusaha-

an, yaitu transparansi, akuntabilitas, responsi-
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bilitas, independensi serta kewajaran atau ke-

setaraan. Kelima prinsip tersebut diperlukan 

untuk membantu perusahaan agar tercapai tu-

juannya kelima prinsip tersebut didefinisikan 

sebagai berikut: 1. Transparansi (Transpa-

rency) Untuk menjaga obyektivitas dalam 

menjalankan bisnis, perusahaan harus menye-

diakan informasi yang material dan relevan 

dengan cara yang mudah diakses dan dipaha-

mi oleh pemangku kepentingan. Perusahaan 

harus mengambil inisiatif untuk mengungkap-

kan tidak hanya masalah yang diisyaratkan o-

leh peraturan perundangundangan, tetapi juga 

hal yang penting untuk pengambilan keputu-

san oleh pemegang saham, kreditur, dan pe-

mangku kepentingan lainnya. 2. Akuntabilitas 

(Accountability) Terkait dengan prinsip akun-

tabilitas, perusahaan harus dapat mempertang-

gungjawabkan kinerjanya secara transparan 

dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelo-

la secara benar, terukur, dan sesuai kepenti-

ngan perusahaan dengan tetap memperhitung-

kan kepentingan pemegang saham dan pe-

mangku kepentingan lain. Akuntabilitas meru-

pakan prasyarat yang diperlukan untuk men-

capai kinerja yang berkesinambungan. 3. Res-

ponsibilitas (Responsibility) Untuk prinsip 

responsibilitas atau prinsip tanggung jawab, 

perusahaan harus mematuhi peraturan perun-

dangundangan serta melaksanakan tanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan se-

hingga dapat menjalankan perusahaan dalam 

jangka panjang serta mendapat pengakuan 

sebagai good corporate citizen. 4. Indepen-

densi (Independency) Untuk melancarkan pe-

laksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelo-

la secara independen sehingga masing-masing 

organ perusahaan tidak saling mendominasi 

dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain 5. 

Kewajaran dan Kesetaraan (Fairness) Dalam 

melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus 

bisa memperhatikan kepentingan pemegang 

saham mayoritas maupun minoritas dan pe-

mangku kepentingan laiinya berdasarkan asas 

kewajaran dan kesetaraan. Subjek dari peneli-

tian ini adalah perusahaan yang bergerak di 

bidang manufaktur pengolahan kayu yang ber-

diri sejak 1985. Perusahaan dikelola oleh ang-

gota keluarga pendiri dan pemilik saham ada-

lah direktur dan komisaris. Jumlah pekerja pa-

da perusahaan mencapai 300 karyawan. Pe-

nyampaian laporan keuangan diberikan kepa-

da pemegang saham, pengendalian perusahaan 

dilakukan oleh direktur dan rapat umum pe-

megang saham pada perusahaan dilakukan 

secara informal oleh direktur dan komisaris. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik 

untuk membahas Penerapan Prinsip ± Prinsip 
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Good Corporate Governance pada Perusahaan 

Keluarga dalam Bidang Industri Transportasi. 

II. METODE PENELITIAN 

Penelitian ini menggunakan jenis peneli-

tian dengan metode deskriptif kualitatif. Pene-

litian kualitatif adalah penelitian yang bermak-

sud untuk memahami fenomena tentang apa 

yang dialami oleh subjek penelitian misalnya 

perilaku, persepsi, motivasi, dll., secara holis-

tik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 

kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaat-

kan berbagai metode alamiah (Moleong, 

2016). Pengertian lain dari penelitian kualitatif 

adalah metode penelitian yang berlandaskan 

pada filsafat postpositivisme yaitu sesuatu 

yang pasti, faktual, nyata, dari apa yang dike-

tahui dan berdasarkan data empiris, digunakan 

untuk meneliti pada kondisi obyek yang ala-

miah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrument 

kunci, teknik pengumpulan data dilakukan se-

cara triangulasi (gabungan), analisis data ber-

sifat induktif atau kualitatif, dan hasil peneli-

tian kualitatif lebih menekankan makna dari 

pada generalisasi (Sugiyono, 2016). Sumber 

data yang penulis gunakan pada penelitian ini 

adalah sumber primer dan sekunder. Menurut 

Sugiyono (2016), sumber primer adalah sum-

ber data yang langsung memberikan data ke-

pada pengumpul data, dan sumber data sekun-

der merupakan sumber yang tidak langsung 

memberikan data kepada pengumpul data, 

misalnya lewat orang lain atau lewat doku-

men. Sumber data yang digunakan oleh penu-

lis diperoleh dari wawancara dengan berbagai 

narasumber dari subjek penelitian dan data 

sekunder berupa catatan tulisan hasil wawan-

cara dan rekaman hasil wawancara yang dila-

kukan. Teknik penetapan narasumber yang di-

gunakan dalam penelitian ini adalah pusposive 

sampling. Menurut Sugiyono (2016) purposi-

ve sampling adalah teknik pengambilan sam-

pel sumber data dengan pertimbangan terten-

tu. Teknik analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini menurut (Sugiyono, 2016) 

adalah 1. Pengumpulan data Pada tahap ini pe-

neliti mendapat informasi dari wawancara dan 

melihat melalui dokumentasi perusahaan. 2. 

Reduksi atau pemilahan data Pada tahap ini 

penulis mengumpulkan semua data yang dida-

pat dari hasil wawancara dan dokumentasi da-

ri perusahaan lalu penulis memilih data mana 

yang sesuai dengan hal yang ingin diteliti oleh 

penulis yaitu Good Corporate Governance. 3. 

Kategorisasi Dalam tahap ini peneliti menga-

nalisis data yang didapatkan sesuai dengan 

kelima prinsip dalam Good Corporate Gover-
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nance yaitu Transparency, Accountability, 

Responsibility, Independency, Fairness dan 

mengumpulkan data ± data yang di dapat 

sesuai dengan masing ± masing kategori atau 

prinsip 4. Pemeriksaan keabsahan data Mela-

kukan konfirmasi memastikan data yang dite-

rima benar ± benar alamiah dan dapat diper-

caya. Keabsahan data merupakan konsep vali-

ditas ataupun reabilitas dalam penelitian kuali-

tatif 5. Penarikan kesimpulan dan Verifikasi 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif meru-

pakan temuan baru yang sebelumnya belum 

pernah ada. Pada tahap ini kesimpulan dapat 

menjawab rumusan masalah yang dirumuskan 

sejak awal. 

III. HASIL PENELITIAN 

Good Corporate Governance pada peru-

sahaan. Transparency Prinsip transparency 

(transparansi) dapat dilihat dari penyampaian 

visi dan misi, kemudahan sarana akses infor-

masi, penyampaian informasi dari atasan ke 

bawahan, penyampaian informasi yang perlu 

dan tidak perlu diakses di dalam ataupun dilu-

ar perusahaan, penyampaian informasi kepada 

organisasi lain, proses pengambilan keputusan 

perusahaan, adanya Standar Operasional Peru-

sahaan (SOP) sebagai patokan subjek peneli-

tian dalam menjalankan seluruh kegiatan ope-

rasional. Sesuai dengan panduan KNKG 

(2006) yang menjelaskan bahwa, transparansi 

menekankan pada perusahaan yang harus 

menyediakan informasi yang material dan 

relevan dengan cara yang mudah diakses dan 

dipahami oleh pemangku kepentingan. Demi-

kian juga dengan Sutedi (2011) yang menje-

laskan bahwa, transparansi yaitu penyediaan 

informasi yang memadai, akurat, dan tepat 

waktu kepada stakeholders. Dalam hal sarana 

dan penyampaian informasi, subjek penelitian 

telah menyampaikan informasi yang mudah 

diakses oleh konsumen melalui adanya websi-

te, juga penyampaian informasi kepada orga-

nisasi lain dilakukan secara terbuka melalui 

papan pengumuman, surat atau pada saat mee-

ting. Selain itu penyampaian informasi dalam 

internal juga dilakukan secara terbuka terlihat 

dari penyampaian dari atasan ke bawahan 

yang dilakukan secara berjenjang, namun sub-

jek penelitian menyampaikan informasi sesuai 

batasanbatasan dan hak-haknya. Kemudian 

prinsip transparansi juga terlihat pada pe-

ngambilan keputusan yang dilakukan secara 

musyawarah melalui meeting namun tetap 

melalui kebijakan direktur, seperti halnya 

KNKG (2006) yang mengungkapkan bahwa, 

perusahaan harus mengambil inisiatif untuk 

mengungkapkan tidak hanya masalah yang 

diisyaratkan oleh peraturan perundang-unda-
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ngan, tetapi juga hal yang penting untuk me-

ngambil keputusan pemegang saham, kreditur 

dan pemangku kepentingan lainnya. Subjek 

penelitian masih belum maksimal mengimple-

mentasikan GCG melalui prinsip transparansi 

yang terlihat dari kurangnya sosialisasi atau 

penyampaian visi dan misi secara langsung 

kepada karyawan, namun lebih dilakukan se-

cara tertulis yang terdapat pada spanduk atau 

banner dan juga ID Card pada masing-masing 

karyawan. Disisi lain, visi dan misi merupa-

kan hal yang penting agar proses bisnis dalam 

perusahaan terarah. Accountability Prinsip ac-

countability (akuntabilitas) dapat dilihat dari 

struktur organisasi, rangkap pekerjaan, kese-

suaian tugas dengan kemampuan karyawan, 

kinerja karyawan, pencapaian target, pemben-

tukan audit internal dan proses audit pada 

subjek penelitian, forum RUPS (Rapat Umum 

Pemegang Saham) dan code of conduct. 

Menurut KNKG (2006) perusahaan harus da-

pat mempertanggung jawabkan kinerjanya se-

cara transparan dan wajar. Untuk itu perusa-

haan harus dikelola secara benar, terukur dan 

sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan 

tetap memperhitungkan kepentingan peme-

gang saham dan pemangku kepentingan lain. 

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi 

diketahui bahwa subjek penelitian telah memi-

liki struktur organisasi yang sesuai dengan ke-

butuhan dan sudah tertulis beserta job descrip-

tion, sehingga tugas dan tanggung jawab ma-

sing-masing divisi secara jelas, terarah dan 

tidak terjadi rangkap pekerjaan pada divisi. 

Selain itu, pemberian tugas dan tanggung ja-

wab juga sudah sesuai dengan kemampuan 

masing-masing organisasi. Dalam struktur 

organisasi yang ada pada subjek penelitian 

tidak pernah menyelenggarakan forum RUPS 

dan hanya mengadakan tinjauan manajemen. 

RUPS sebagai organ perusahaan merupakan 

wadah para pemegang saham untuk mengam-

bil keputusan penting yang berkaitan dengan 

modal yang ditanam dalam perusahaan, de-

ngan memperhatikan ketentuan anggaran da-

sar dan peraturan perundang-undangan 

(KNKG 2006). Selain itu struktur organisasi 

subjek penelitian masih belum sesuai dengan 

UU PT no 40 tahun 2007. Dalam hal akuntabi-

litas yang menuntut perusahaan harus dapat 

mempertanggung jawabkan kinerjanya secara 

transparan dan wajar, subjek penelitian mela-

kukan penilaian kinerja dari awal masuk, 

kemudian job training dan juga penilaian dari 

pengawas atau atasan ketika bekerja. Demiki-

an juga dalam penerapan reward and punish-

ment yang dilakukan untuk memberikan peng-

hargaan kepada karyawan yang mencapai 
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target namun juga memiliki punishment yang 

diberikan jika karyawan masih tidak mencapai 

target setelah diberikan peringatan, disisi lain 

Whittaker dalam BPKP (2000) menjelaskan 

bahwa, pengukuran kinerja dapat dijadikan 

alat oleh manajemen untuk meningkatkan kua-

litas pengambilan keputusan dan akuntabilitas. 

Dalam akuntabilitas, subjek penelitian memili-

ki tim audit internal untuk memelihara pe-

ngendalian internal yang efektif agar dapat 

mencapai tujuan, yang mana proses audit dila-

kukan dengan cara silang departemen dan 

yang berhak melakukan evaluasi dari hasil 

audit adalah kepala departemen yang dikena-

kan audit. Hal ini didukung Sutedi (2011) 

yang menjelaskan bahwa, setiap hal yang 

dilakukan oleh perusahaan dalam rangka kegi-

atan perusahaan itu harus dilaporkan atau 

harus diketahui oleh stakeholders, itu semua 

adalah bentuk pertanggungjawaban dari peru-

sahaan kepada stakeholders. Dalam mengim-

plementasikan prinsip akuntabilitas, subjek 

penelitian memiliki code of conduct yang 

mengatur semua tata cara atau perilaku peru-

sahaan terhadap pemangku kepentingannya 

dan juga mengatur bagaimana perilaku karya-

wan dalam berinteraksi dengan sesama karya-

wan. Code of conduct dalam subjek penelitian 

selalu disosialisasikan kepada karyawan. Kode 

etik dalam suatu perusahaan penting karena 

pada setiap profesi apapun, kode etik yang 

ditetapkan oleh lembaga professional akan 

menambah nilai bagi profesi tersebut (Sawyer, 

et al., 2005). Secara keseluruhan menunjukkan 

bahwa subjek penelitian telah mengimplemen-

tasikan GCG sesuai prinsip akuntabilitas, 

hanya subjek penelitian perlu menyesuaikan 

struktur organisasi perusahaan sesuai dengan 

UU PT no 40 tahun 2007 dengan harapan da-

pat melaksanakan forum RUPS. Responsibili-

ty Prinsip responsibility (responsibilitas) dapat 

dilihat dari CSR (Corporate Social Responsi-

bility) kepada masyarakat, tanggung jawab 

kepada karyawan, tanggung jawab kepada 

konsumen dan kepatuhan perusahaan terhadap 

hukum. Hal ini mengacu pada KNKG (2006) 

yang menjelaskan bahwa perusahaan harus 

mematuhi peraturan perundang-undangan ser-

ta melaksanakan tanggung jawab terhadap ma-

syarakat dan lingkungan sehingga dapat terpe-

lihara kesinambungan usaha dalam jangka 

panjang dan mendapat pengakuan sebagai go-

od corporate citizen. Berdasarkan hasil wa-

wancara dan observasi diketahui bahwa subjek 

penelitian telah menjalankan tanggung jawab 

kepada masyarakat sekitar dengan menerap-

kan program CSR sesuai dengan UU no 32 

Tahun 2009, mengingat kegiatan produksi 
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perusahaan yang menghasilkan polusi atau 

limbah. Dalam hal ini, subjek penelitian me-

miliki instalasi B3 dan instalasi air limbah 

yang mengubah air limbah menjadi air bersih. 

Hal ini sejalan dengan Wibisono (2007) yang 

menyatakan bahwa, prinsip responsibility se-

bagai salah satu dari prinsip GCG merupakan 

prinsip yang mempunyai hubungan yang dekat 

dengan CSR. Penerapan CSR merupakan 

salah satu bentuk implementasi dari konsep 

GCG sebagai entitas bisnis yang bertanggung 

jawab terhadap masyarakat dan lingkungan-

nya. Dalam hal tanggung jawab kepada karya-

wan, subjek penelitian telah memberikan 

jaminan keselamatan kerja dan memberikan 

asuransi kerja melalui BPJS Ketenagakerjaan. 

Selain itu subjek penelitian juga memberikan 

gaji yang sudah disesuaikan dengan standar 

Upah Minimum Kota atau Kabupaten (UMK) 

serta memberikan cuti sesuai dengan aturan 

yang ada. Subjek penelitian juga menunjukkan 

tanggung jawab kepada konsumen dalam 

implementasi prinsip responsibilitas yang ter-

lihat dari pemenuhan kebutuhan konsumen de-

ngan memberikan produk terbaik dan pelaya-

nan yang menyenangkan juga melalui pro-

gram CSR. Selain itu, dalam implementasi 

responsibilitas subjek penelitian juga meme-

nuhi tanggung jawab kepada Negara dengan 

mematuhi hukum yang berlaku salah satunya 

dengan melakukan pembayaran pajak secara 

tepat waktu. Hal ini sejalan dengan Zarkasy 

(2008) yang menyebutkan bahwa, perusahaan 

harus mematuhi peraturan perundang-unda-

ngan serta melaksanakan tanggung jawab 

terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga 

dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam 

jangka panjang. Independency Berdasarkan 

hasil wawancara dan observasi yang dilakukan 

menunjukkan bahwa tidak ada organisasi di 

perusahaan yang bertanggung jawab kepada 

organisasi lain, juga tidak ada organisasi peru-

sahaan yang melakukan pekerjaan sama kare-

na sudah memiliki jobdesk masingmasing. Se-

lain itu dalam mengimplementasikan prinsip 

independency (independensi), subjek peneliti-

an tidak terlihat adanya benturan kepentingan 

antara stakeholder dan shareholder. yang seja-

lan dengan pernyataan Zarkasy (2008) bahwa, 

dalam menerapkan prinsip independensi peru-

sahaan harus dikelola secara independen se-

hingga masing-masing organ perusahaan tidak 

saling mendominasi dan tidak dapat diinter-

vensi oleh pihak lain. Masing-masing organi-

sasi perusahaan harus menghindari terjadinya 

dominasi oleh pihak manapun, tidak terpenga-

ruh oleh kepentingan tertentu, bebas dari 

benturan kepentingan dan dari segala 
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pengaruh atau tekanan, sehingga pengambilan 

keputusan dilakukan secara obyektif. Kemudi-

an juga tidak ada anggota keluarga yang tidak 

ikut memiliki saham tapi ikut mengambil 

keputusan dalam perusahaan, juga pemerintah 

hanya mengatur tentang peraturan ketenaga-

kerjaan dan lain-lain tidak ikut mengambil 

keputusan di dalam operasional perusahaan. 

Hal ini menunjukkan bahwa subjek penelitian 

telah melaksanakan GCG sesuai prinsip inde-

pendency, sejalan dengan KNKG (2006) yang 

menjelaskan bahwa, untuk melancarkan pelak-

sanaan prinsip GCG, Perusahaan harus dikelo-

la secara independen sehingga masing-masing 

organ perusahaan tidak saling mendominasi 

dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain. 

IV.KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil penelitian dan anali-

sis pada subjek penelitian implementasi prin-

sip-prinsip Good Corpororate Governance 

(GCG) pada subjek penelitian yang sejauh ini 

diterapkan terdapat dua elemen yang tidak 

sesuai dengan pedoman Good Corporate 

Governance yaitu Transparansi dan Akunta-

bilitas Pada prinsip transparansi pada subjek 

penelitian dapat dikatakan sudah baik. Na-

mun akan lebih baik jika perusahaan me-

nyampaikan Visi dan Misi perusahaan secara 

lisan dengan jelas kepada seluruh pekerja di 

perusahaan Pada prinsip akuntabilitas pada 

sudah baik tapi belum sepenuhnya terlaksana-

kan, yang terlihat dari struktur organisasi 

yang belum sesuai dengan UU PT no 40 

tahun 2007, dan belum melaksanakan forum 

RUPS Pada prinsip responsibilitas pada 

subjek penelitian dapat dikatakan sudah sa-

ngat baik. Hal ini terlihat dari perusahaan 

yang memenuhi tanggung jawabnya kepada 

lingkungan, konsumen, karyawan, dan nega-

ra. Pada prinsip Independensi pada subjek 

penelitian dapat dikatakan sudah sangat baik, 

yang terlihat dengan tidak pernah adanya 

benturan kepentingan antar stakeholder dan 

shareholder. Pada prinsip kesetaraan dan 

kewajaran pada subjek penelitian dapat dika-

takan sudah sangat baik. Hal ini terlihat 

dengan adanya perlakuan perusahaan yang 

adil dan setara kepada pemegang saham dan 

pemangku kepentingan lainya, dan adanya 

peraturan yang mengatur tentang hak-hak pe-

megang saham serta komposisi pekerja pada 

subjek penelitian diusahakan berimbang tan-

pa membedakan suku, ras, dan agama 
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